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ABSTRACT

The arrest of perpetrators of illegal fishing in Indonesian sea waters is carried out with a
number of different modus operandi in the field, the vastness of Indonesia's sea area |,
inadequate facilities and infrastructure and the small number of investigators, therefore Law
Enforcement Parties such as the National Police, PSDKP, Navy, are difficult to catch the
perpetrators of illegal fishing crimes, so the law against Illegal fishing crimes do not run
optimally, the problems in this study are: What are the forms of modus operandi of illegal
fishing crimes in Indonesian sea waters? How are the criminal law enforcement efforts by
Law Enforcement Agencies in Indonesia against illegal fishing practices? What are the
obstacles to criminal law enforcement against perpetrators of illegal fishing in Indonesian
sea waters? Research Methods are a type of normative juridical research. According to
normative juridical research, it refers to legal norms contained in laws and regulations and
legal norms that exist in society. Normative juridical research or normative legal research is
carried out by examining library materials which are secondary data and are also called
literature law research. Research Results The mode of fisheries crime is mostly carried out
with a lot of forgery of documents, such as in permits that state the size of the ship is not in
accordance with the actual, in addition to the application of KUHAP, in law enforcement of
fisheries crimes, can also be done with a Multi Door Approach in Law Enforcement of
Illegal Fishing, Inhibition of fisheries crimes due to weak regulations the legislation that
regulates it, as well as the limited number of existing courts to deal with fisheries crimes.
The lack of coordination between law enforcement officials is also an obstacle to law
enforcement of fisheries crimes.

Keywords : Criminal Law, lllegalFisihing, Positive Law

ABSTRAK
Penangkapan pelaku tindak pidana illegal fishing diperairan laut Indonesia dilakukan dengan
sejumlah modus operandi yang berbeda-beda dilapangan, luasnya wilayah laut Indonesia,
sarana dan prasana yang kurang memadai dan sedikitnya jumlah penyidik oleh karena itu
Pihak Penegak Hukum seperti Polri, PSDKP, TNI Angkatan Laut, sulit untuk menangkap
para pelaku tindak pidana illegal fishing, sehingga penengakan hokum terhadap tindak pidana
illegal fishing tidak berjalan dengan maksimal, permasalahan dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana bentuk-bentuk modus operandi tindak pidana illegal fishing di perairan laut
Indonesia? Bagaimana upaya penegakan hokum pidana oleh Lembaga Penegak Hukum di
Indonesia terhadap praktik illegal fishing? Apa hambatan penegakan hokum pidana terhadap
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pelaku tindak pidana illegal fishing di perairanlaut Indonesia? Metode Penelitian adalah
Jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Penelitian yuridis normative tersebut mengacu
kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-
norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian yuridis normative atau penelitian
hokum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data
sekunder dan disebut juga penelitian hokum kepustakaan. Hasil Penelitian Modus tindak
pidana perikanan banyak dilakukan dengan banyaknya pemalsuan dokumen, seperti di dalam
izin yang tertera ukuran kapal tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Selain penerapan
KUHAP, dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, dapat juga
dilakukandenganPendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing,
Penghambat tindak pidana perikanan karena lemahnya peraturan perundang undangan yang
mengaturnya, sertaterbatasnyapengadilan yang adauntukmenanganitindakpidanaperikanan.
Kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukumn juga menjadi penghambat penegakan
hokum tindak pidana perikanan.

Kata Kunci :Hukum Pidana, IllegalFisihing, Hukum Positif

1. PENDAHULUAN

Untuk mengatur wilayah perairan
internasional melalui hokum laut terus
mengalami perkembangan, dimulai sejak
adanya deklarasi hokum laut yang selama

Selanjutnya dalam rangka
pelaksanaan pembangunan nasional
berdasarkan Wawasan Nusantara,
pengelolaan  sumberdaya ikan perlu
dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan
keadilan dan

ini telah dikeluarkan seperti diantaranya
adalah Deklarasi Montevideo mengenai
hokum laut pada tahun 1970 serta beberapa
deklarasi yang dilakukan oleh negara-
negara di Amerika Latin terkait dengan
hokum laut yang penandatangannya
dilakukan pada bulan Agustus di Kota
Lima, Ibu kota Peru. Dalam deklarasi yang
telah ditandatangani tersebut ditegaskan,
secara georafis,ekonomi, maupun sosial,
memiliki keterkaitan yang begitu erat
antara tanah, dengan orang-orang yang
berdiam di darat, serta dibenarkan dengan
memberikan  prioritas bagi penduduk
atauwarga yang menempati wilayah
tersebut dengan tujuan untuk
memanfaatkan kekayaan dan sumberdaya
alam laut yang dekat dengan wilayah
pantainya.

Wilayah laut merupakan wilayah
yang memiliki sumberdaya alam yang
sangat besar dan bermanfaat bagi
masyarakat. Salah satu yang dihasilkan
dari laut adalah ikan dan terumbu karang,
selain itu terdapat juga hasil bumi bawah
laut seperti minyak dan batu bara yang
bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
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pemerataan dalam
pemanfaatannya tentunya dengan
mengutamakan kelestarian sumberdaya
ikan dan lingkungannya. Wilayah perairan
yang sangat luas selain memberikan
harapan dan manfaat yang besar, tapi juga
membawa konsekuensi dan beberapa
permasalahan, antara lain banyaknya sea
lane of communication, tidak dipatuhinya
hokum nasional maupun internasional
yang berlaku di perairan seperti illegal
fishing.

Pada tahap inilah peran hokum
Khususnya hokum  pidana sangat
dibutuhkan untuk menjadi media kontrol
dan pencegahan terhadap tindakan-
tindakan yang dapat mengganggu stabilitas
pengelolaan serta, kelestarian sumber daya
ikan dan lingkungannya.

Tindak pidana perikanan yang
dilakukan oleh nelayan asing maupun local
tampaknya merupakan suatu ancaman
yang cukup serius dalam penegakan
hukum. Secara factual tindak pidana
tersebut ada  kecenderungan  untuk
mengalami  peningkatan  dari  tahun
ketahun, dan terjadi hampir di seluruh
pelosok Indonesia.
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Pertama, pembenahan di bidang
perangkathukum (legal substance). Kedua,
pembenahan kelembagaan hukum (legal
structure). Elemen yang tercakup dalam
bagian ini adalah skema kewenangan
institusional.  Ketiga, perbaikan etos,
polakerja, sikap, orientasi dan persepsi
(legal culture) aparat hokum maupun
masyarakat. Penanganan terhadap tindak
pidana perikanan, sebagai suatu bagian
dari system penegakan hukum, hanya
dapat dilakukan secara baik jika ketiga
komponen di atas saling mendukung.

Kontradiksi antara  sub-sistem
dengan sub-sistem yang lain akan
berdampak pada hasil penegakan hokum
itu sendiri. Demikian juga kontradiksi
antara unsure-unsur dalam satu sub-sistem.
Kekeliruan konseptualisasi tentang konsep
klasifikasi laut, akan berpengaruh terhadap
perumusan otoritas institusional.
Kerancuan alokasi kewenangan terhadap
beberapa institusi dalam menegakkan
hokum akan berpengaruh terhadap
efektifitas penegakan hokum itu sendiri.

Demikian  juga  jika  terjadi
pertentangan antar beberapa aturan hukum
yang secara  substansial  mengatur
kewenangan institusional dalam bidang
penegakan  hukum. Ketidak jelasan
kewenangan, sebagai akibat dari ketidak
jelasan pengaturan terhadap penegak
hukum.

Sumberdaya ikan di  wilayah
perikanan Laut Indonesia yang
cukupmelimpah dan beraneka ragam
apabila pemanfaatannya tidak melebihi
daya dukung, maka akan tetap dapat
menjamin kelestarian lingkungan laut.
Artinya, tidak terjadi eksploitasi hasil laut
Indonesia. Sebaliknya, jika pemanfaatan
hasil laut secara berlebihan, dan tidak
memperhatikan daya dukung lingkungan
maka akan mendatangkan kerusakan
lingkungan.

Ancaman  terhadap  kelestarian
sumber daya ikan terjadi sebagai akibat
dari pelaku usaha yang memanfaatkan
sumber daya ikan secara  tidak
bertanggungjawab dan tidak sesuai dengan

peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku, tidak diatur, atau dikenal dengani
stilah illegal, unreported, Unregulated
(TUU) Fishing.

Berdasarkan data yang
diinformasikan oleh Kementrian Kelautan
dan Perikanan (KKP) bahwa pada kuartal
pertama tahun 2020, ada 44 Kkasus
pencurian ikan (llegal fishing) dan
perusakandalampenangkapan ikan
(destructive fishing) dan yang diteruskan
ke proses hokum sebanyak 38 Kkasus.
Penanganan kasus tersebut dilakukan oleh
PPNS Perikanan Ditjen Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(PSDKP)

Salah satukasus illegal fishing di
Tahun 2015 yang mengadili nahkoda kapal

milik asing melalui proses
pengadilanyaitukasus Zhu Nian Le
berkebangsaan Cina (Tiongkok)
Nahkodakapal M.V. Hai.

Fadijeratdenganpasal  100junctopasal 7
ayat (2) UU nomor 31 tahun 2004
sebagaimana dirubah dengan UU nomor
45 tahun 2009 tentang Perikanan. Putusan
Pengadilan Perikanan Ambon menetapkan
denda sebesar Rp 200 juta kepada
Nahkoda Kapal Hai Fa,

Keputusan ini tidak memberikan efek jera
karena pelanggaran yang dilakukan serta
kejahatan penangkapan 15 ton ikan
hiukoboi (carcharhiniuslongimanus) dan
hiumartil (sphymaspp) tanpa Surat Layak
Operasi (SLO) merupakan tindak pidana
yang sangat merugikan sumber daya laut
juga melanggar kedaulatan negara.

Di tahun 2021 saatini, setelah
pergantian  Menteri KKP, Langkah
Kementrian Kelautan dan Perikanan
(KKP) tidak lagi berkompromi terhadap
praktikillegal Fishing di wilayah perairan
Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan
tindakan tegas terhadap praktik ilegal
fishing dan destructive fishing serta
penanganan penyelundupan Benih.
Hinggakuartal 1 2021, Ditjen PSDKP telah
menangkap 72 kapal dengan rincian 12
kapal asing pelaku illegal fishing (5 kapal
berbendera Malaysia dan 7
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kapalberbendera Vietnam). Sedangkan 60
lainnya merupakan kapal ikan Indonesia
yang melakukan pelanggaran operasional.

Dalam 100 harikinerja Menteri
Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP
telah melakukan penangkapan terhadap 72
kapal. Puluhan kapal tersebut langsung
ditangani secara hukum. Saat ini, ada 3
kapal telah diputus pengadilan (inkracht), 4
kapal proses persidangan, 5 kapal telah
dilakukan penyerahan ke Jaksa (P-21
Tahap I1), 9 kapal dalam telah P-21 Tahap
I, 32 kapal dalam proses penyidikan, 8
kapal diberikan sanksi administrasi dan 11
kapal dalam  proses  pemeriksaan
pendahuluan. Pada proses ini, KKP
bergerak bersama Kejaksaan RI.

Selain  yang  dilakukan  oleh
Kementrian Kelautan dan Perikanan,
penega kanhukum terhadap praktikillegal
fishing juga dilakukan oleh Kepolisian
Republik Indonesia. Beberapa Tindakan
hokum terhadap kasus tindak pidanaillegal
fishing vyang dilakukan oleh Polri
diantaranya:

1. Penangkapan Kapal berbendara
Asing Vietnam BV 4419 dan DUC
LOI 6/BL9333 TS yang
telahmelakukanillegal fishing
selama 20 tahun dan 6 tahun di Laut
NatunaPerairan Indonesia.

2. Penangkapan 3 Orang
PelakuTindakPidanalllegal Fishing
olen Kepolisian Resor Tanjung
Jabung Timur (PolresTanjabtim).
TindakPidana Illegal Fishing
berupapenyelundupan 75.000 benih
lobster di wilayah ParitBengkok,
Kel. Kampung SingkepKec. Muara
Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung
Timur.

Adapun yang menjadi permasalahan

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk modus
operandi tindak pidanaillegal fishing di
perairanlaut Indonesia?

2. Bagaimana upaya penegakan
hokum pidana oleh Lembaga Penegak
Hukum di Indonesia terhadap praktik
illegal fishing ?
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3. Apa hambatan penegakan hokum
pidana  terhadap pelaku tindak
pidanaillegal fishing di perairan laut
Indonesia?

2. METODE PENELITIAN
1.Tipeatau Jenis Penelitian
Penelitian dengan judul Penerapan

Hukum Pidana lllegal Fishing Di

Wilayah Laut Berdasarkan Hukum

Positif Indonesia adalah Jenis penelitian

yuridis normatif. Menurut Penelitian

yuridis normative tersebut mengacu
kepada norma-norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dan
norma-norma hukum yang ada dalam
masyarakat. Penelitian yuridis normative
atau penelitian hokum normatif yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka yang merupakan data sekunder
dan disebut juga penelitian hokum
kepustakaan.
2.Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian hokum normatif yang
menitik beratkan pada studi kepustakaan
dan berdasarkan kepada data sekundersaja,
maka bahan hukum yang digunakan dapat
dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan
yang secara langsung terkait dengan
penelitian yakni kasus-kasus illegal
fishing

b. Bahan hokum sekunder, yaitu bahan-
bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang
berupa buku-buku, karyai Imiah, atau
hasil penelitian yang relevan dengan
penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-
bahan yang dapat member petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum
primer atau bahan hokum sekunder
yang berasal dari kamus, ensiklopedia,
majalah, suratkabar, internet, dan lain
sebagainya.
3.Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hokum normative
dilakukan dengan pengumpulan bahan
hokum dengan dibedakan dalam dua
tahapan, yakni:
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1. Penelitian pendahuluan (preliminary
research)  yakni  kegiatan  untuk
mengumpulkan bahan hukum, terutama
bahan hukum primer untuk menemukan
permasalahan hokum normatif. Dengan
demikian,  penelitian  pendahuluan
adalah penelitian untuk kepentingan
proposal.

2. Penelitian tahan kedua, yakni penelitian
setelah selesai melakukan proposal
untuk dilanjutkan

Berkenaan data yang
digunakanhanya data sekunder jadi teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara
penelitian kepustakaan (library research),
studi ini dilakukan dengan jalan meneliti
dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan
mengumpulkan data dan informasibaik
yang berupabuku, karanganilmiah,
peraturan perundang-undangan dan bahan
tertulis lainnya yang berkaitan dengan
penelitian ini, yaitu dengan cara mencari,
mempelajari, dan  mencatat  serta
menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan
dengan objek penelitian.

3. HASIL DAN PENELITIAN
Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh
Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia
Terhadap Praktik Ileegal Fishing
A.Penerapan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Kuhap)
TerhadapTindakPidanalllegal Fishing

1. Penerapan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana mencakup seluruh prosedur
acara pidana, yaitu mulai dari proses
tingkat penyelidikan dan penyidikan,
penuntutan  sampai  pemeriksaan  di
pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim
(eksekusi). Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana mengatur bagaimana negara
melalu ialat-alatnya melaksanakan haknya
untuk memidana dan menjatuhkan pidana,
jadiberisi acara pidana. Kedudukan Kitab
Undang- Undang Hukum Acara Pidana
sebagai lex generalis yang mengaturhal-hal
yang belum diatur dalamUndang- Undang
Perikanan sebagai lex specialis. Jadi,

sepanjang belum diatur di dalamUndang-
Undang Perikanan masih tetap berlaku
peraturan umum yang ada di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Perbandingan
Hukum Acara Pidana mengatur mengenai
penyelidikan, sedangkan dalamUndang-
Undang Perikanan tidak  mengatur
mengenai penyelidikan, tetapi mengatur
mengenai penyidikan. Penyidikan dalam
Undang-Undang Perikanan dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan,
Penyidik Perwira TNI
AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara
Republik  Indonesia. Penyidik  dapat
melakukan koordinasi dalam penanganan
illegal fishing. Koordinasi diperlukan
selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas
penyidik, juga dimaksudkan untuk
memperlancar komunikasi dan
tukarmenukar data, informasi, sertahal lain
yang diperlukan dalam rangka efektivitas
dan  efisiensi  penanganan  dan/atau
penyelesaian tindak pidana perikanan.
Dalam
rangkamendukungkelancaranpelaksanaant
ugaspenyidikanterhadaptindakpidanadibid
angperikanan,  makatelahdibentukantara
lain:
a. Forum KoordinasiPenanganan
Tindak Pidana di Bidang Perikanan
Forum ini dibentuk berdasarkan
Peraturan  Menteri  Kelautan dan
PerikananNomor: PER.11/MEN/2006
tanggal 16 Pebruari 2006, yang
mempunyai tugas mengkoordinasikan
kegiatan penyidikan tindak pidana di
bidang perikanan yang dilaksanakan
oleh masing-masing instansiterkait agar
efektif, efisien, dan memenuhi rasa
keadilan. Dalam melaksanakan
tugasnya Forum Koordinasi
Penanganan Tindak Pidana di
2. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana
Illegal Fishing
Masalah kewenangan penyidik sangat
penting, bila dikaitkan dengan penegakan
hukum, karena penegak hokum dipastikan
berwenang dalam, melakukan penyidikan
terhadap suatu kasus yang terjadi di laut
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sampai penyidik itu sendiri menyerahkan
berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri
sebagai penuntut umum. Untuk tidak
menimbulkan salah  pengertian antar
penegak  hukum, maka penerapan
kewenangan ini perlu disadari bersama,
bahwa penegak hokum bukan semata-mata
untuk mencari kepentingan sendiri, tapi
pola tindak dan pola laku tiap aparat
penegak hokum harus mempunyai prinsip
yaitu hukum di seluruh wilayah Republik
Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus ditegakkan.
Dalam undang-undang sudah jelas
memberikan kepastian hokum bagi setiap
pelanggaran di laut, maka upaya
menciptakan  rasa  keadilan  harus
ditegakkan dengan tidak mengurangi
kewenangan masing-masing aparat
penegak hukum di perairan Indonesia,
sebagai pejabat penyidik tindak pidana
perikanan khususnya tindak pidana illegal
fishing. Hal ini untuk menghindari adanya
tumpang tindih kewenangan dan pola piker
sektoral dari masing-masing aparat.
Ketentuan tentang penyidikan terhadap
tindak pidana perikanan diatur dalamPasal
73 Undang-UndangNomor 45 Tahun 2009
Perubahan Atas UndangUndangNomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu
terdiri dari Penyidik

Pegawai Negeri SipilPerikanan, Penyidik
Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi
Negara  Republik Indonesia.  Perlu
diketahui bahwa dengan adanya tiga
institusi penyidik dan tiga pejabat yang
berwenang mengangkat vyaitu penyidik
Perwira TNI AL diangkat oleh Panglima
TNI, penyidik Polri diangkat oleh Kapolri
dan PPNS Perikanan diangkat berdasarkan
usul kementerian yang bersangkutan
diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM.
Kedudukan Kitab Undang- Undang
Hukum Acara Pidanasebagai lex generalis
yang mengatur hal-hal yang belum diatur
dalamUndang- Undang Perikanan sebagai
lex specialis. Jadi, sepanjang belum diatur
di dalam Undang-Undang Perikanan masih
tetap berlaku peraturan umum yang ada di
dalam Kitab
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dimulai dari penyelidikan.
Dalam hal penyidikan telah dimulai, maka
penyidik segera member tahukan hal itu
kepada pihak kejaksaan (dibuatkan SPDP).
Untuk keperluan penyidikan, penyidik
melakukan hal-hal sebagai

berikut:

1. Penangkapan

2. Penahanan

3. Penggeledahan Penyitaan
Penenggelaman Kapal Pelakulllegal
Fishing

Tindakan penenggelaman terhadap kapal
pelaku lllegal Fishing yang tidak memiliki
dokumen resmi atau melanggar ketentuan
hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal
69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
TentangPerikanan (UU Perikanan). Pasal
69 ayat (1) UU Perikanan menentukan
bahwa kapal pengawas perikanan
berfungsi melaksanakan pengawasan dan
penegakanhukum di bidang perikanan
dalam wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia. Sedangkan
Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam
melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1)
penyidik dan atau pengawas perikanan
dapat melakukan tindakan khusus berupa
pembakaran dan atau penenggelaman
kapal  perikanan  berbendera  asing
berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk
pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU
Perikanan, bahwa benda atau alat yang
digunakan atau dihasilkan dari pidana
perikanan dapat dirampas atau
dimusnahkan setelah mendapat
persetujuan  pengadilan.Upaya  nyata
pemberantasan praktik Illegal Fishing
tersebut, Presiden Joko Widodo telah
memerintahkan aparat keamanan
dilapangan dapat bertindak tegas, apabila
diperlukan laksanakan menenggelamkan
kapal asing yang mencuri ikan di perairan
Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan
sesuai ketentuan hukum yang berlaku,
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seperti mengamankan kru kapal terlebih
dahulu  sebelum dilakukan tindakan
penenggelaman terhadap kapal. Akibat
perbuatan pelaku Illegal Fishing setiap
tahunnya Indonesia mengalami kerugian
ratusan triliun rupiah. Tindakan
penenggelaman  kapal pelaku Illegal
Fishing merupakan salah satu kewajiban
Negara untuk mengamankan
kekayaanalam dan laut Indonesia.

Merespon instruksi Presiden tersebut, TNI
AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut
(Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan
kegiatan eksekusi penenggelaman terhadap
kapal ikan asing yang telah terbukti
melakukan praktek Illegal Fishing di
wilayah perairan Indonesia. Aksi ini
menjadi  peringatan keras buat para
pelakulllegal Fishing sekaligus juga
bentuk  komitmen Indonesia  dalam
pengawasan dan penegakan hukum di
wilayah  laut  Indonesia.  Eksekusi
penenggelaman kapal ini dilakukan di
wilayah  perairan  Tanjung  Pedas,
Kabupaten Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau, pada tanggal 5 Desember
2014. Ada tigakapal ikan yang ditembak,
diledakkan, dan akhirnya ditenggelamkan
oleh jajaran penegak hokum laut di
Indonesia, TNI AL, Bakorkamla, dan
KKP. Hal ini merupakan langkah awal,
kedepan tindakan tegas berupa
penengggelaman kapal asing pelaku Illegal
Fishing akan terus dilakukan untuk
menimbulkan rasa jerak pada pelakunya.
Tindakan tegas berupa penenggelamkan
kapal asing yang melakukan tindak pidana
Illegal Fishing wilayah laut Indonesia,
bertujuanuntukmenunjukkanketegasan dan
keseriusanPemerintah Indonesia
dalammelindungikedaulatan wilayah dan
hasilalam  yang dimilikinya, serta,
diharapkan dapat menimbulkan efek jera,
sekaligus wujud nyata upaya Pemerintah
untuk menerjemahkan vis porosmaritim
yang tengah digencarkan pemerintah
dalam satu tahun terakhir, terutama yang
berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut.

Salah satu contoh kasus di Pengadilan
Perikanan Tanjungpinang pada

Kamis tanggal 30 Oktober 2014, pukul
16.00 WIB terdakwa selaku KM. LAUT
NATUNA 28 mengoperasikan kapal
penangkapan ikan KM. LAUT NATUNA
28 di perairan Laut Natuna pada posisi 010
56.000° LU — 1060 49.000° BT. yang
merupakan Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia di Zona
Ekonomi  EkonmiEksklusif  Indonesia
(ZEEI) tepatnya di perairanlaut Cina
Selatan/peraianNatuna wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
oleh Penyidik Lantamal IV Tanjung
pinang ditemukan kapal KM.LAUT
NATUNA 28 tertangkap saat
menggunakan alat penangkap ikan trawl
dan ditemukan hasil tangkapan ikan
campuran sekitar 100 kg. Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Perikanan Tanjung
pinang menjatuhkan vonis pidana terhadap
terdakwa Mr. Sangwiam Srisom oleh
karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga)
tahun, denda sebesar Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah), menetapkan
apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan

Sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim
kepada Terdakwa dalam kasus ini sudah
tepat yaitu pidana penjara 3 (tiga) tahun,
denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah), menetapkan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan. Menyatakan Barang bukti (kapal
dan se isinya) Dirampas untuk negara.
Putusan yang ditetapkan oleh hakim
terhadap kasus pencurian ikan (lllegal
Fishing) di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia ( ZEEI ) di sekitar perairan Laut
Natuna, Kepulauan Riau. Wilayah
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
( WPP-RI ) sudah menerapkan penjatuhan
pidana denda dan perampasan kapal ikan
KM. LAUT NATUNA 28 alias KM.
SUDHITA berbendera Thailand beserta
isinya dengan pidana penjara disertai
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dengan denda sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 92 UndangUndangNomor
45 Tahun 2009 tentang perubahan atas
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan.
Hakim sudah merealisasikan ketentuan
pasal 92 Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang perubahan atas
Undang-UndangNomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan yang memberikan
kewenangan kepada hakim untuk memutus
perkara pencurian ikan ( Illegal Fishing )
di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
(ZEEI) perairan Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia ( WPP-RI ).
Putusan yang dijatuhkan oleh hakim
terhadap kasus pencurian ikan ( lllegal
Lemahnya Koordinasi Antar Penegak
Hukum

Lemahnya koordinasi antar Instansi
Penegak Hukum dapat menimbulkan
tumpang tindih kewenangan dan kebijakan
masing — masing, sehingga sangat rawan
menimbulkan konflik kepentingan.
Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi
merupakan salah satu kendala dalam
penanggulangan kejahatan Illegal Fishing .
Proses peradilan mulai dari penyidikan
hingga kepersidangan membutuhkan biaya
yang sangat besar, proses hukum yang
sangat panjang dan sarana / prasarana yang
sangat memadai membutuhkan keahlian
khusus dalam penanganan kasus tersebut.
Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki
semua komponen, data/informasi ataupun
sarana dan prasarana yang dibutuhkan
dalam rangka penegakan hukum. Oleh
karena itu diperlukan koordinasi dan
kerjasama yang sinergis antar Instansi
yang terkait dalam wupaya penegakan
hokum terhadap Illegal Fishing tersebut.
Dalam pemberantasan kejahatan Illegal
Fishing vyang terjadi di Indonesia
seringditemuibahwa yang merupakan salah
satukendaladalampemberantasanlllegal
Fishing ialahdisebabkan oleh
kurangnyakoordinasi yang efektif dan
efisien antara berbagai Instansi yang
terkait, yang mana sesuai dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan PerikananNomor

JURNAL RECTUM, Vol. 4, No. 1, (2022) Januari : 308-318

PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Nomor
PER/13/MEN/2005 tentang Forum
Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di
Bidang Perikanan yaitu dalam hal ini
terdapat 10 (sepuluh) Instansi yang terkait
yang berada dalam satu mata rantai
pemberantasan Illegal Fishing yang sangat
menentukan proses penegakan hokum
kejahatan perikanan yaitu : Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kepolisian
Republik Indonesia.

4. SIMPULAN

1. Modus tindak pidana perikanan
banyak dilakukan dengan banyaknya
pemalsuan dokumen, seperti di
dalam izin yang tertera ukuran kapal
tidak sesuai dengan yang
sebenarnya.

2. Selain penerapan KUHAP, dalam
penegakan hokum tindak pidana
perikanan, dapat juga dilakukan
dengan Pendekatan Multi Door
Dalam Penegakan Hukum Illegal

Fishing.

3. Penghambat tindak pidana perikanan
karena lemahnya peraturan
perundang-undangan yang
mengaturnya, serta  terbatasnya

pengadilan  yang ada  untuk
menangani tindak pidana perikanan.
Kurangnya kordinasi antara aparat
penegak hukum juga menjadi
penghambat  penegakan  hokum
tindak pidana perikanan.
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